BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat
mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan kepala
daerah (Pilkada) diatur dalam undang-undang Pilkada yakni Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan juga diatur pada undang-undang diluar
Pilkada yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 beserta peraturan
turunannya. Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas
aparatur sipil negara oleh bawaslu dilakukan dengan melakukan
pencegahan berupa sosialisasi netralitas ASN dan melakukan penindakan
pelanggaran melalui mekanisme temuan dan laporan dugaan pelanggaran,
hasil-hasil penanganan pelanggaran netralitas ASN dapat berupa
pelanggaran pidana yang akan diteruskan kepada kepolisian dan
pelanggaran kode etik ASN yang akan diteruskan kepada komisi apartur
sipil negara (KASN). Adapun hambatan yang di dapatkan oleh Bawaslu
Kabupaten Gorontalo Utara dalam melakukan penegakan hukum netralitas
ASN vyaitu: (1). Kurangnya sanksi pidana terhadap pelanggaran netralitas
ASN; (2). Rekomendasi KASN terkadang diabaikan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian; (3). Kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait.
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2. Model pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada pemilihan
Kepala Daerah tahun 2018 terkait pencegahan terjadinya pelanggaran
netralitas ASN meliputi pengawasan langsung yaitu pengawasan yang
dilakukan oleh Bawaslu dengan cara turun langsung ke lapangan dan
pengawasan tidak langsung yaitu Bawaslu melakukan pengawasan melalui
pengelolaan informasi awal dan laporan yang diterima dari masyarakat.
Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada pemilihan kepala daerah tahun
2018 terkait pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN vyaitu
melalui kegiatan sosialisasi kepada ASN yang dilakukan oleh Bawaslu
bersama jajarannya. Penindakan dengan cara 1). Menerima laporan,
menerima informasi awal dan melakukan investigasi Pada pelaksanaan
Pilkada Serentak 2018; 2). Registrasi laporan, temuan dan melakukan
proses klarifikasi dan kajian; 3). Penerusan dugaan pelanggaran setelah
melalui proses Klarifikasi dan kajian. Model pengawasan netralitas ASN
yang efektif yaitu melalui mekanisme Pencegahan dengan cara 1).
Melakukan kerjasama dengan pihak terkait (Inspektorat, Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Komunikasi dan
informatika (Dinas Kominfo) untuk bersama-sama melakukan sosialisasi
kepada ASN, 2). Melakukan identifikasi potensi-potensi pelanggaran
netralitas ASN, 3). Memperkuat aturan hukum melalui pemberian sanksi

pidana dan disiplin.
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5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian terkait dengan model pengawasan
Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada pemilihan kepala daerah tahun
2018 terhadap pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN, maka
peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:
1. Untuk Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara
Dalam melakukan pengawasan terkait dengan pencegahan
pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah, Bawaslu perlu
melakukan optimalisasi pengawasan dengan melakukan Identifikasi
potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN. Selain itu Bawaslu juga perlu
meningkatkan partisipasi masyarakat serta melakukan kerjasama dengan
pihak terkait yakni Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan (BKPP), Dinas Komunikasi dan informatika (Dinas
Kominfo) untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pelanggaran
netralitas ASN.
2. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Indonesia selaku pembuat Undang-Undang
Kirannya segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang
Pilkada dengan memasukan lebih banyak lagi pasal delik larangan-
larangan terhadap pelanggaran netralitas ASN kedalam Undang-Undang
Pilkada terbaru nantinya, sehingga ketika sanksi hukuman disiplin yang
diberikan sangat ringan maka masih ada sanksi pidana yang akan didapat

oleh ASN yang melanggar netralitas ASN.
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3. Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Gorontalo Utara
Kiranya ASN dapat menahan diri untuk tidak terlibat dalam
dukung mendukung pasangan calon bupati meskipun ASN memiliki hak
politik untuk memilih pemimpinya, maka salurkan hak pilih tersebut saat
berada dibilik kotak suara. Selain itu ASN diharapkan bekerja denga
professional sesuai dengan tupoksinya.
4. Untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara
Masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap budaya hukum
yang enggan melaporkan kasus pelanggaran netralitas ASN, masyarakat
diharapkan merubah kultur yang “merasa tidak enak” kepada sesama rekan
kerja/tetangga/kerabat, masyarakat tidak menganggap pelanggaran
netralitas ASN dianggap sebagai hal lumrah, masyarakat tidak melakukan
pembiaran jika ada pelanggaran netralitas ASN. Hal ini dilakukan
mengingat pemilihan kepala daerah merupakan hajatan pesta demokrasi
yang bukan saja milik peserta pemilu atau penyelenggara pemilu
melainkan milik seluruh masyarakat sehingga pesta demokrasi harus
berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Untuk peneliti selanjutnya berkaitan dengan pencegahan pelanggaran
netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah yaitu;
a. Melakukan penelitian dan wawancara yang lebih dalam secara
kualitatif kepada narasumber agar dapat diperoleh data yang dapat

dianalisis dengan tepat;
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b. Melakukan sebuah analisis secara lebih detail program kegiatan yang
telah dilaksanakan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)
berkaitan dengan pencegahan pelanggaran netralitas ASN.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang
membaca penelitian ini serta dapat menambah referensi bagi
perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkait dengan
pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum.

Aamiin...
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